SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;
bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 50
Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum
saat ini, sehingga perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali, terakhir = dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);



Menetapkan

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 9);

23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 62
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali

Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi

Bali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali

Tahun 2021 Nomor 62) yang telah beberapa kali diubah

dengan Peraturan Gubernur Bali:

a. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 13);

b. Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 24);



c. Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 30);

d. Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 32);

e. Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 36); dan

f. Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 51),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2022 semula sebesar Rp6.202.490.842.762,00
(enam triliun dua ratus dua miliar empat ratus sembilan
puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh
ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar
Rp1.444.330.679.699,00 (satu triliun empat ratus empat
puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta
enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus
sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi
Rp7.646.821.522.461,00 (tujuh triliun enam ratus empat
puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima
ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu
rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. pendapatan daerah

a. semula Rp5.044.664.586.100,00

b. bertambah Rp551.815.264.592,00

jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan RpS5.596.479.850.692,00
2. belanja daerah
a. semula Rp6.102.490.842.762,00

b. bertambah Rpl1.439.330.679.699,00
jumlah belanja daerah
setelah perubahan Rp7.541.821.522.461,00
3. pembiayaan daerah
a. penerimaan pembiayaan
1) semula Rpl.157.826.256.662,00
2) bertambah Rp892.515.415.107,00
jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp2.050.341.671.769,00




b. pengeluaran pembiayaan

1) semula

Rp100.000.000.000,00

2) bertambah Rp5.000.000.000,00

jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp105.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan Rp1.945.341.671.769,00
sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan 0,00

2. Ketentuan Pasal
berikut:

61 diubah, sehingga berbunyi sebagai

Pasal 61

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Semesta Berencana

Provinsi sebagaim

ana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

a. Lampiran I

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD
Semesta Berencana Provinsi Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Semesta
Berencana Provinsi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat
dan Besaran Hibah Berupa Uang dan
Barang Yang Diterima serta SKPD
Pemberi Hibah;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat
dan Besaran Bantuan Sosial Berupa
Uang dan Barang Yang Diterima serta
SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat
dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan
Bersifat Umum dan Khusus Yang
Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan
Keuangan; dan

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat
dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota.
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3. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 62

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD  Semesta
Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 20 Oktober 2022

GUBERNUR BALI,
ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
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